
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01  

SURAT IZIN PENELITIAN 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA 



 

DRAFT WAWANCARA 

 

 

A. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Buleleng? 

2) Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 

 

B. Pertanyaan Kepada Kepala Unit PPA IV Polres Buleleng 

1) Berapa jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tercatat di wilayah 

hukum Polres Buleleng selama lima tahun terakhir? 

2) Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan kasus TPPO dari tahun ke tahun? 

Jika ada, faktor apa saja yang mempengaruhinya? 

3) Dapatkah Bapak menjelaskan modus operandi yang paling sering digunakan oleh 

pelaku TPPO di wilayah Buleleng, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman 

korban ke Kamboja? 

4) Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng 

dalam menangani tindak pidana perdagangan orang agar lebih efektif? 

5) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan preventif kepolisian 

terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Buleleng? 

6) Bagaimana bentuk kerja sama antara Polres Buleleng dengan instansi lain, seperti 

Dinas Sosial, Imigrasi, BNP2TKI, dan LSM, dalam upaya pencegahan TPPO? 

7) Apakah Polres Buleleng memiliki program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat 

terkait bahaya perdagangan orang? Jika ada, sejauh mana efektivitas program tersebut 

dapat diukur? 

8) Apakah terdapat keterlibatan pihak desa atau kelurahan dalam upaya deteksi dini atau 

pelaporan potensi TPPO di wilayahnya masing-masing? 

9) Apakah Polres Buleleng memiliki sistem pendataan atau database khusus untuk 

memantau kasus TPPO beserta profil korbannya? 

10) Bagaimana mekanisme pelaporan masyarakat terhadap dugaan kasus TPPO, serta 

sejauh mana keterjangkauan masyarakat terhadap sistem pelaporan tersebut? 



 

C. Pertanyaan Kepada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng 

1) Bagaimana bentuk implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam upaya 

pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)? 

2) Apa saja program atau kegiatan preventif yang rutin dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dalam rangka mencegah terjadinya TPPO, khususnya yang berkaitan dengan 

penempatan tenaga kerja migran? 

3) Bagaimana mekanisme kerja sama dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja dengan instansi 

lain seperti Polres dalam menanggulangi TPPO di Kabupaten Buleleng? 

4) Bagaimana cara Dinas Tenaga Kerja melakukan deteksi dini terhadap modus 

perekrutan atau indikasi perdagangan orang yang berkedok tawaran kerja ke luar 

negeri? 

5) Apa saja faktor pendukung yang membantu Dinas Tenaga Kerja dalam 

mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Kabupaten 

Buleleng? 

6) Apa hambatan atau kendala utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam 

menjalankan program pencegahan TPPO di lapangan? 

7) Bagaimana evaluasi efektivitas program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang telah 

dilakukan terhadap masyarakat, khususnya di wilayah rawan perdagangan orang? 

8) Apa strategi ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk 

memperkuat pelaksanaan Pasal 57 dan mencegah TPPO secara lebih efektif di 

Kabupaten Buleleng? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03  

DRAFT NARASUMBER 



 

DRAFT NAMA NARASUMBER 

 

 

1. Nama : Ketut Sudarmayasa 

Jabatan : Penyidik Unit PPA Polres Buleleng. 

 

2. Nama : I Nyoman Arsiani 

Jabatan : Pengantar Tenaga Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng 

 

3. Nama : Putu Agustini 

Jabatan : Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
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